
GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAT{ GUBERNUR LAMPUNG

Menimbang

Mcneingnt

NOMOR 03 TAHIIN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TTIHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dilaksanakan secara
efektif, eFisien, berdayaguna dan berhasil guna serta sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
perlu adanya petunjuk pelaksanaan untuk digunakan sebagai
pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaannya;

b, bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu
diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dan
menetapkannya denga n Perafu ran Gubemur Lampung;

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

t964 tentang

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OOl tentang Pemerintahan
Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20@
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

tenta ng
sebagai

tenta ng
dalam
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8, Peraturan Pemerintah Nomor
Pinjaman Daerah;

LO7 Tahun 2OOO tentang

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1OB Tahun 2OOO tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

10, Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Daerah;

2000
Wakil

tenta ng
Kepala

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;

12. Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan;

13. Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 58 Tahun
2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Presiden Nomor 8O Tahun 2OO3 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barangflasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2005;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 2 Tahun 1996 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
L994i

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2OO2
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan APBD;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 20O4
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2O0o
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
dan Sekretariat Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Provinsl
Lampung;

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2O@
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Lampung;

21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2ooo
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi

Lampung;

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2o03

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

..d@9[ rrarG&- u4t*
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Menetapkrr

MEMTITTISKAN:

PERATURAN GUBERHUR LAI,IPUI{G TEI{TANG PEDOI,IAT{
PELAKSAI{AAN AI{GGARAI{ PEI{DAPATAT{ DAT{ BEIAT{JA
DAERAH PROVIilSI I.AIqPUNG TAHUI{ ANGGARAN 2006.

PRINSIP- PRINSIP PELAKSANAATI APBD

Pasal I

(1) Pelaksanaan Anggaran
dilakukan berdasarkan
berlkut :

Pendapatan dan
kepada prinslp

Belanja
prinsip

Daerah
sebagai

a. Hemat, tldak mewah, efislen dan sesuai dengan
kebutuhan teknls yang disyaratkan;

b, Terarah dan terkendall sesuai dengan rencana,
programlkegiatan serta fungsi masing-masing
Badan/Dinas/Blro/Satuan Kerja Daerah lalnnya;

c. Semakslmal mungkln menggunakan hasil produksl dalam
negerl dengan memperhatlkan kemampuan/potensi
daerah;

d. Dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Badan/Dinas/Biro/Satuan KerJa Daerah lalnnya dllarano
melakukan pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan
kepada Anggaran Belanja Daerah untuk keperluan :

a. Perayaan atau keglatan hari besar;

b. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan
bunga dan sebagalnya untuk berbagai peristiwa;

c. Iklan ucapan selamat dan sebagalnya;

d. Pesta untuk berbagai peristlwa perangkat Daerah;

e. Pengeluaran lain-laln untuk kegiatan/keperluan yang

sejenis/ serupa dengan yang tersebut diatas'

f,ro. c@o r. bror lts.6-{ r& . *

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2OO4
tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung Tahun
2004-2o,09;

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2006
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2006;

BAB I
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(3) Penyelengaraan kegiatan dalam bentuk antara lain :

a. Rapat kerja, rapat dinas, seminar, pertemuan widya karya
dan seJenisnya;

b. Upacara peletakan batu peftama, pembukaan, penutupan,
peresmian proyek kantor dan sejenisnya;

c. Penyambutan pejabat;

Dibatasi sampai pada hal-hal yang sangat penting.

(4) BadanlDinas/Biro/Satuan Kerja Daerah lainnya sebagai
pengguna Anggaran, harus dapat menggunakannya secara
efisien, tepat guna dan tepat waktu pelaksanaan serta dapat
dipertanggung jawa bkan.

BAB II

PELAKSAT{AA'{ PE HGELOLAAII
ANGGARAil PET{DAPATAI{ DAI{ BEI.AI{JA DAERAH

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditunjuk
Penanggung jawab Anggaran dan Pemegang Kas yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Bagian Pertama
Pcnrnggung Jawab Pengguna Anggaran

Pasal 3

(1) Penanggung Jawab Anggaran/pengguna anggaran wajib menyelenggarakan
pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Penanggung jawab Anggaran/Pengguna Anggaran yang dananya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilarang merangkap sebagai
penanggung jawab anggaran/pengguna anggaran yang dananya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Penanggung Jawab Anggaran/Pengguna Anggaran yang berhubungan dengan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyampaikan
laporan setlap bulan untuk penyusunan perhitungan anggaran secara tertib
dan teratur kepada Kepala Daerah cq. Kepala Blro Keuangan.

(4) Bagi Penanggung Jawab Anggaran/Pengguna Anggaran yang sedang
melakukan pendidikan, cuti, perjalanan dinas, atau sakit sehlngga tidak dapat
melaksanakan kewajibannya diatur ketentuan sebagai berlkut :

a. Apabila melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan.
Penanggung Jawab Anggara n/Pengg una Anggaran teraebut wajib

memueiit<an surat t<uaii kepada pejabat yang d itunjuk untuk

melaksanakan tugas-tugas Penanggungjawab Anggaran/PengEuna

b.dorDt I. Lror(ra6'{
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Anggaran atas tanggung jawab Penanggung Jawab
Angga ran/Penggu naan Anggaran yang bersangkuta n ;

b. Apabila meleblhl 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan
Kepala Daerah menunJuk sementara Penanggung Jawab
Anggaran/Pengguna Anggaran dan dibuat berita acara serah terlma
keadaan fisik dan keuangan;

c. Apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka
Penanggung Jawab Anggaran/Pengguna Anggaran tersebut dianggap
mengundurkan diri sebagal Penanggung Jawab Anggaran/Pengguna
Anggaran dan oleh karena itu Kepala Daerah segera menetapkan
penggantlnya.

Bagian Kcdua
Pemcgang Kae

Pasal 4

(1) Pemegang Kas dilarang merangkap sebagai bendahara penanggung Jawab
barang.

(2) Pemegang kas yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tidak dlperkenankan merangkap sebagai pemegang kas yang
dananya bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Seorang pemegang kas diangkat berdasarkan :

a. Nilai DP-3 dua tahun terakhir rata-rata baik.

b. Harus memiliki tanda lulus kursus bendaharawan.

c. Pangkat serendah-rendahnya golongan IIla.

d. Mempunyai sifat dan ahlaq yang baik, juJur, dapat dlpercaya, tidak
pemabuk dan Penjudi.

Pasal 5

(1)

(2)

Dalam melaksanakan tata usaha keuangan dl satuan kerJa, pemegang kas

dlbantu beberapa pembantu pemegang kas, sekurang-kurangnya terdiri :

seorang kasir, penyimpan uang, pencatat pembukuan, pembuat dokumen
pengeluaran dan Penerimaan Uang.

Penetapan pembantu pemegang kas tersebut disesualkan dengan kebutuhan

dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan KerJa'

Paeal 6

(1) Dalam hal Pemegang Kas menylmpan uang dalam suatu 
. 
Bank, maka

p"nyirnpin"nnya aiUxi-rtcan pada PT' BANK I-AMPUNG dalam bentuk GIRo

DINAS.

(2) Jasa Giro atas simpanan Pemegarg Kas dimaksud agar dlplndahbukukan ke

rekenlng Pemcgang Kas Dacrah (PKD)'

i.ror@+ tr.tor(ta5T nid! t-
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(3) Penanggung Jawab Anggaran dan Pemegang Kas wajib menyelenggarakan
pembukuan/pencatatan secara tertib, sehingga setiap saat dapat diketahui :

a. Bahwa ikatan (komltmen) yang telah dibuatnya tidak melampui batas
anggaran yang tersedia dalam DASK dan kode rekenlng kegiatan belanja;

b. Jumlah uang/Dana Anggaran yang masih tersedla;

c. Keadaan/perkembangan keglatan baik fislk maupun keuangan;

d. Perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya;

e. Penggunaan dana bagl pengadaan barang/jasa produksi dalam dan luar
negeri.

Paeal 7

Bagi Pemegang Kas yang sedang melakukan pendidikan, cuti, perjalanan dinas,
atau saklt sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, diatur ketentuan
sebagal berlkut :

a. Apablla melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya 1(satu) bulan
pemegang kas tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang
ditunjuk unfuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas pemegang kas atas
tanggung jawab pemegang kas yang bersangkutan dengan diketahui oleh
Penanggung Jawab Anggaran/Pengguna Anggaran;

b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampal selama-lamanya 3 (tlga) bulan Kepala
Daerah menunjuk Pemegang Kas Sementara dan dlbuat berlta acara serah
te rima;

c. Apabila melebihi 3 (tlga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka
pemegang kas tersebut dlanggap mengundurkan diri atau berhenti sebagai
pemegang kas dan oleh karena itu Gubemur segera menetapkan
penggantinya.

Bagian Ketiga
Permintaan Pembayaran, Pengelolaan

Pcncrimaan dan Pangcluaran

Pasal 8

(1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang untuk pengisian/penggantlan kas
(PK) harus dlsesuaikan dengan kebutuhan rlll yang akan dilaksanakan pada

bulan yang bersangkutan dengan memperhatlkan Saldo Kas pada Pemegang
Kas (PK).

(2) Pengajuan surat Permintaan Pembayaran pengisian kas diatur sebagai
berikut :

a. Untuk keperluan selama 1 (satu) bulan;

b. untuk keperluan selama 3 (tiga) bulan, apabila jumlah tiap bulan tldak
lebih dari Rp. 1O.OOO.OOO,- (sepuluh juta rupiah).

(3) Perubahan atas batas jumlah sebagal mana dimaksud ayat (1) dltetapkan

oleh Gubernur dengan memperhatikan rlncian kebutuhan dan waktu

kegunaan.

.'dr@)lrl.'0,6..5-!@',*
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a

b

(4) Untuk keperluan pembayaran tunal sehari-hari, tiap anggaran belanja tidak
langsung diizinkan mempunyai persedian uang tunai pada kas sebanyak-
banyaknya seJumlah Rp. 10.OOO.O@,- (sepuluh Juta rupah) kecuali untuk
keperluan gaji dan perJalanan dinas serta keperluan lain yang sejenis.

(5) Perubahan atas batas Jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
oleh Gu bern ur.

(6) Surat Permintaan Pembayaran BelanJa Langsung (SPP) untuk pembayaran
beban tetap yang berkaitan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau
Su rat Perja nj ian/Kontrak diserta i dokumen -dokumen da n memenuhi syarat,
yaitu terdiri dari :

a. Kwltansi/Nota/Faktur;

b. Surat Perlntah Kerja/Surat PerjanJlan/Kontrak;

c. Berita Acara Prestasi PekerJaan/Berlta Acara Pemerlksaan Barang;

d. Berita Acara Penyerahan PekerJaan/Barang,

e. Berlta Acara Jaminan Uang Muka

f. Berlta Acara Jaminan Pemeliharaan

Peeal 9

Kepala Biro Keuangan waJib menolak apablla :

Permintaan pembayaran tersebut tidak sesual dengan kelompok, Jenis, obyek
dan rincian obyek belanja dan atau melampaui jumlah uang yang dlsediakan
dalam DASK Belanja dan Surat Keputusan Otorisasi (SKo).

Permintaan pembayaran tersebut tidak dilengkapl/disertai dengan buktl-buKl
yang lengkap dan sah.

Pasal 1O

(1) Penanggung Jawab Anggaran harus menellti kebenaran dan sahnya suatu
tagihan sebelum memerlntahkan pemegang kas untuk melakukan
pembayaran atau mengajukan SPP bersangkutan kepada Blro Keuangan
berdasarkan SKO dan DASK yang dlterlma.

(2) Seflap orang yang menandatanganl dan atau mengesahkan buktl yang dapat' - 
dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak pembayaran dari daerah,
bertanggungjawab atas kebenaran lsl surat tersebut.

(3) Terhadap pejabat, orang atau badan sebagal mana dlmaksud tersebut dlatas,
yang karena kelalaiannya/kesalahanya menimbulkan kerugian bagi daerah

oixenat<an tuntutan gantl rugi dan atau tuntutan lalnnya menurut
perundangan -undangan yang berlaku.

(4)Terhadaporangataubadanyangmenerlmapembayarandarldaerahtanpa
hak dan atau berdasarkan buktl-bukti yang tidak sah dan atau tldak sesui

dengan kebenaran dapat dituntut menurut peraturan perundang-udangan

yang berlaku.

rFr@, r. .laro\rs-n4t*
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Pasa I 11

(1) Biro Keuangan mengadakan penguJian serta penelltian terhadap Spp
mengenai tersedianya anggaran, ketepatan tujuan pengeluaran, ketepatan
pembebanan kode rekenlng, kelengkapan pembuktian dan kebenaran serta
sahnya taglhan.

(2) Biro Keuangan mengadakan verlfikasl terhadap SPP mengenai kebenaran
pengeluaran anggaran, ketepatan hrjuan pengeluaran, ketepatan
pembebanan kode rekening, kelengkapan pembuktian dan kebenaran serta
sahnya taglhan.

(3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai pasal 47
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

Pasal 12

(1) Setiap Badan/Dlnas/Biro/Satuan Kefia yang mempunyai obyek pendapatan,
berkewajiban menlngkatkan penerimaan daerah, sesuai wewenang dan
tanggung jawabnya.

(2) Setiap orang atau badan yang melakukan pemungutan penerlmaan selambat-
lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari keqja diwajlbkan menyetorkan seluruh
uang hasil pemungutan/penerimaan dimaksud ke Kas Daerah Provlnsi
Lampung atau kantor/satuan unit kerja yang mengerjakan/membantu
pekerjaan-pekerJaan Kas Daerah.

(3) Setiap Pemegang Kas selambat-lambatnya pada tanggal 10 tia p bulan
menyampaikan laporan tentang penerimaan dan penyetoran pendapatan
daerah kepada Kepala Daerah, melalui Kepala Blro Keuangan dan
tembusannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

(4) Penulisan kode rekening dalam surat tanda setoran (STS) agar berpedoman
pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Untuk setiap pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah diterbltkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya
yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

(2) Tidak dlbenarkan melaksanakan anggaran belanJa tldak langsung/anggaran
belanja langsung, jika tidak tersedia anggaran dalam APBD/Perubahan APBD.

(3) Anggaran yang dised iakan pada setlap kode rekenlng merupakan batas

terlinggi belanja, oleh karena itu tidak dibenarkan melaksanakan anggaran
belanSa ttdak lingsung/anggaran belanja langsung melampaui batas anggaran
yang telah dlsediakan.

(4) Badan/Dinas/Biro/Satuan KerJa yang mendapat alokasi anggaran belanja

tidak iangsungTanggaran belania'langsung setiap kegiatan.langsung diplsah

dldalam DASK sesuii dengan masing-maslng kode rekening belanja'

..-r,6 h.F.(itufr et*
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Pasal 14

(1) Dana anggaran yang diperlukan guna membiayai belanja disedlakan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) setelah DASK disahkan
Gubernur Lampung dan disesuaikan dengan kondisi Kas Daerah,

(2) SKO untuk keperluan belanJa non pegawai diterbltkan untuk keperluan 1

(satu) bulan sesuai dengan kondlsi real kas daerah.

(3) Surat Keputusan Otorisasi untuk keperluan belanja pegawai dlterbitkan untuk
keperluan belanja selama 3 (tiga) bulan.

(4) PengaJuan SKO dilampiri dengan rincian obyek belanja yang diperlukan untuk
bulan yang bersangkutan.

Pasal 15

Permintaan belanJa yang belum terprogram dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.

Bagien Kcampat
Kewajiban Pcmegang Kae

Pasal 16

(1) Pemegang Kas sebagai wajib pungut pajak dalam melakukan setlap
pembayaran harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan perpajakan
yang berlaku, yaitu melakukan pemungutan dan penyetoran PaJak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPn-BM) dan jenis-jenls pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

(2) Semua penerimaan pajak yang dlpungut harus segera disetor ke kas negara
dalam waktu 24 jam seJak dipungutnya pajak dimaksud.

Pasa! 17

(1) Pemegang Kas mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam
yang dilaiukan sebelum pembukuan dalam buku pembantu'

(2)

(3)

(4)

BKU

(s)

BukuKasUmumPemegangKasdltutuptlapbulandandlketahuloleh
Penanggung Jawab Anggaran.

sisa buku kas umum harus sesual dengan sisa buku kas pembantu.

lumlah yang tertera dalam Buku Kas Umum (BKU) adalah .menunjukkan
secara keseluruhan uanl yang ada dalam pengurusan baik tunai maupun sisa

bank dan atau surat-surat berharga'

Setiaptransaksi(buKlsahbelanJa)harusdlcatatterlebihdahuludalamBKU
;J;;; Jiuiv"rri"n r."piJt vtnd berhak menerima' densan didukung buktl-

bukti sesuai dengan peraturan yang berlaKu'

i'ot .Eo h .to (e5,. n4 t t'E
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(6) Untuk pelaksanaan dan penata usahaan keuangan daerah dengan slstem
pembukuan tiga kolom (penerimaan, belanJa, saldo).

(7) Perbalkan kesalahan dalam buku kas yang dlsebabkan oleh kesalahan tulls,
pembetulannya dilakukan sebagai berlkut :

a. Apablla terjadi kesalahan tulls dalam bulan berJalan dan dlketahui sebelum
Buku Kas Umum dan Buku Pembantu ditutup, maka perbalkannya
dllakukan dengan memakai dua garis lurus pada angka/tulisan yang salah
dan digantl dengan angka/tulisan yang benar dan dibubuhi paraf, dimana
angka/tulisan yang dicoret masih dapat dibaca;

b, Apabila kesalahan tulis sebagalmana tersebut diatas diketahul setelah
tutup tahun anggaran supaya dibuatkan Berita Acara oleh Pengguna
Anggaran dan disahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

(8) Pengurusan dokumen-dokumen keuangan harus dllakukan oleh yang berhak,
apabila yang berhak berhalangan dapat dikuasakan kepada orang lain
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Surat kuasa tetap yang dibuat dlhadapan notarls;

b. Surat kuasa yang tidak dibuat dihadapan notaris, hanya berlaku 1 (satu)
kali pemberian kuasa dan diketahui Penanggung Jawab
Anggaran/Penggunaan Anggaran.

(9) Apablla terdapat sisa kas pada pemegang kas, dlatur ketentuan sebagai
berikut :

a, Sisa kas yang ada pada Pemegang Kas (PK) sudah harus dlsetor ke Kas
Daerah paling lambat tanggal 3O Desember tahun anggaran yang
bersangkutan (contra pos);

b. Penyetoran yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
Surat Tanda Setoran (STS) yang menurut rincian masing-masing kode
rekenlng yang disetorkan.

Begian Kclime
Pcrtrnggung jawaban Pcnggunaan Anggara n

Pasal 18

(1) Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, pemegang kas

diwaj ibkan mengirimkan surat pertanggungjawaban keuangan yang

dikelolanya dan disertai dengan buktl yang sah kepada Gubernur cq. Blro

Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawas Daerah

Provinsi.

(2) Setlap bukti pengeluaran/penggunaan uang oleh pemegang kas yang
' 

diperianggung jawabkan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Kas

xiuangan pada unlt satuan kerJa yang bersangkutan'

(3) Bagt Badan/Dinas/Blro/Kantor unlt satuan Kerja yang tidak ada Kasubbag
'-' r."rangan, maka bukti pengeluaran tersebut diverifikasi oleh Kasubbag Tata

Usaha.

I4l surat Pertanqqunq Jawaban (SPl) beserta bukti pengeluaran dlsetujui dan
''' oiLno"tangaiiote-h Penanggung Jawab Anggaran/Pengguna Anggaran'

akan
ubbag

.16r@ ,r f,rdtoi&nE!4t-



11

(5) Tembusan SPJ yang d isertai dengan tanda bukti pengeluaran dikirimkan
langsung oleh Penanggung Jawab Anggaran/Pengguna Anggaran kepada
Badan Pengawas Daerah.

(6) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah penerimaannya,
Kepala Blro Keuangan menyelesaikan pemeriksaan SPJ tersebut dan tindasan
pengesahan verlflkasl segera dikirimkan kemball kepada yang bersangkutan.

(7) Kepala Biro Keuangan tldak da pat menerbitkan SPM Giro
pengisian/penggantian kas apabila SPJ bulan lalu belum disahkan,

Pasal 19

(1) Apabila Surat pertanggungJawaban (SPJ) pada tanggal 10 bulan berikutnya
belum diterima oleh Kepala Biro Keuangan, maka Biro Keuangan mengirimkan
Surat Peringatan Pertama kepada Penanggung Jawab Anggaran/Pengguna
Anggaran yang bersangkutan, yang tembusannya disampalkan kepada Kepala
Badan/Dinas/Biro/Satuan Kerja Daerah dan Badan Pengawas Daerah.

(2) Surat pertanggungjawaban (SPJ) tersebut belum Juga disampa lkan pada
tanggal 2O bulan yang sama, maka Kepala Biro Keuangan mengirimkan surat
peringatan kedua, yang tembusannya dlsampaikan kepada Gubernur.

(3) Gubernur mengambil tlndakan-tindakan penyelesaian keterlambatan SPJ
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 2O

(1) Tanda buktl yang disyaratkan sebagal lampiran surat pertanggungjawaban
lazimnya terdiri dari surat pertanggungjawaban dan !anda pelunasan
(kwltansi) beserta buKl pendukung lainnya.

(2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya tanda pelunasan (kwitansi)
adalah sebagai berikut :

a. Tanda bukti pelunasan/pengeluaran dlbuat atas nama
dinas/lembaga/satuan kerja, dan tidak diperkenankan atas nama pribadi;

b. Dalam tanda buKl pelunasanlpengeluaran Jumlah yang tertulls dengan
huruf harus sama dengan yang tertulis dengan angka tanggal pelunasan
dan kode rekening pembebanan tanpa cacat balk coretan maupun
penghapusan dan Perubahan;

c. Uraian dalam tanda bukti pelunasan/pengeluaran harus Jelas dan sesuai

dengan tuJuan pengeluaran dana yang tercantum dalam DASK Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. Tanda buKi pelunasan/pengeluaran harus dltanda tangani oleh yang

berhakmenerlmapembayaran,tandatangandilakukandengan
tinta/balpoint/patlot tlnta dan daya tahan tlntanya terjamln (tidak luntur);

e. Apabila yang berhak menerlma pembayaran leblh dari 1 (satu) orang'

makatandabuktipelunasan/pengeluaranyangmenandatanganicukupl
(satu) orang yang mewaklli, tetapl harus dldukung oleh daftar nama-

n"l.I.ti y.ng oitinai bngani oleh masing-masing penerima pembayaran;

f.DalamtandabuKipelunasan/pengeluaranharus..dicantumkan
penerimaan pembayaran serta cap perusahaan/badan yang

bersangkutan;

..6@rrr-.G55tB@! t*
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S Dibubuhi dan lnitial secara jelas yang berkewajlban membayar lunas atau
pembayaran,

Pasal 2t

(1) Tanda tangan pada surat penagihan dan tanda tangan yang dicantumkan
pada kwitansi pelunasan harus sama antara yang satu dengan yang lainnya,
akan tetapi apabila ada tanda tangan yang dibubuhkan dlatas bukan tanda
tangan yang seharusnya dilampirkan surat kuasa, yang menyatakan
pemberlan kuasa kepada pihak ketiga dengan menyebutkan nama yang jelas
oleh yang berhak menerima pembayaran itu.

(2) Tanggal hari lni dicantumkan pada kwitansi tidak harus perlu bersamaan
dengan tanggal yang ada pada surat penagihan, akan tetapl tanggal hari
pada kwltansi tldak boleh mendahului tanggal hari yang ada pada surat
penagihan,

(3) Dalam hal penerima uang tldak pandai menulis huruf latin, maka yang
bersangkutan harus membubuhi cap jempol klrlnya, dan saat pembayaran
dilakukan harus dlsaksikan 2 (dua) orang saksi yang dikenal oleh pemegang
kas dan mampu untuk diangkat sumpah dengan membubuhkan tanda tangan
masing-masing pada tanda buktl pelunasan kwitansl dan menyebutkan
nama jelas, pangkat, jabatan dan alamatnya serta menerangkan bahwa
jumlah uang tercantum dalam kwltansi itu benar-benar telah dibayarkan
kepada yang berhak dihadapan mereka.

(4) Pemegang Kas harus yakin, bahwa tanda tangan untuk pelunasan adalah dari
yang berhak menerima pembayaran.

Pasal 22

(1) Tanda bukti pemberian uang
dipertanggungjawabkan sebab masih
berhak menerimanya.

(2) Uang muka kerJa/panjar yang dimaksud adalah uang yang harus diberikan
oleh pemegang kas terlebih dahulu sebelum suatu kegiatan/pekerjaan
dtlaksanakan, maka pemegang kas dapat membuat tanda terima sementara
hanya sebagai buKi pengeluaran uang dari kas pemegang kas.

(3) Pemegang uang kerja/panjar adalah orang yang ditunjuk membantu
pemegang kas, khusus untuk menyampaikan pembayaran kepada yang
berhak menerimanya atau disebutJuru bayar (kasir).

muka kerja/panjar belum da pat
perlu disampaikan kepada yang lebih

(4) Tujuan pemberlan uang muka kerja/panjar adalah
kelancaran tugas-tugas pemegang kas, maka dalam
diberlkan :

untuk membantu
pelaksanaan dapat

a

b

Bagi pemegang kas pengelola uang yang nilainya cukup besar, banyak
jenis kegiatan, lokasi pembayaran jaraknya berjauhan/tersebar dan
-berlangsung 

secara terus menerus, perlu dltunjuk dengan surat keputusan
penanggung jawab anggaran sebagai pemegang uang muka kerja/panjar
(;uru Uiyai itau kasir), sedangkan cara pertanggung jawabannya dlbuat
tanda buktl pengeluaran (kwitansi) dan pendukung lainnya masing-
masimg menurut jenis kegiatan;

pembayaran uang muka kerja/panjar terhadap suatu kegiatan/pekerjaan
y"ng dil"ks"nakan hanya sewaktu-waktu tetapi terdiri dari bermacam-

.i.1.* Jenis kegiatan seperti honor, upah, uang jalan, pembelian-

.3.@a .r rarGtu r& t-
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pembelian dan laln-laln, tldak perlu ditunjuk pemegang uang muka
kerjalpanjar, tetapi cukup diberikan kepada orang yang bertanggung
Jawab terhadap kegiatan tersebut. Sedangkan pertanggung jawabannya
harus dibuat tanda bukti pengeluaran atau kwitansi dan pendukung
lainnya masing-masing menurut kegiatan;

Blaya yang dikelola Unit Pelaksana Tugas (UPT) harus diterima kepada
yang berhak menerimanya sesuai dengan masing-masing jenis
kegiatannya seperti honor, upah, perJalanan dinas, pengadaan/pembelian.

Pasal 23

Kepala Biro Keuangan berhak mengembalikan SPJ yang disampaikan oleh
pemegang kas, apabila setelah diteliti/diperiksa di Baglan Verinkasi ternyata tidak
memenuhi ketentuan yang berlaku.

Paeal 24

c

(1)

\' (2)

Uang Muka KerJa dlbukukan dalam buku kas umum dan buku
pembantu/pa njar.

Uang muka kerja dlpertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan, atau
selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum penutupan buku kas umum
pada akhir tahun anggaran,

Pasal 25

Uang muka dapat dlberikan penyedia barang/Jasa sebagai berlkut :

a. Untuk usaha kecil setlnggi-tingginya 300/o dari nilai kontrak;

b. Untuk usaha selain usaha kecil setinggl-tlngginya 2Oo/o dari nllal kontrak,

BAB III

PENGGESERAN ANGGARAN

Pasal 26

Penggeseran anggaran dapat d ilakukan'

penggeseran anggaran sebagai dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai

berikut :

a. untuk kelompok belanja administrasi umum, belanja operaslonal dan

pemeliharaan;

1, Penggeseran rincian obyek belanla dalam satu obyek belanja dapat

dtta[r]*an oleh klfah ,itu"n ke6a perangkat daerah dan dilaporkan

Pada Gubernur;

2, Penggeseran obyek belanja dalam satu jenis belanJa dapat dllakukan

setelah ada PersetuJuan Gubemur;

3. Penggeseran antar jenls belanJa dapat dllakukan setelah ada

Persetujuan DPRD;

(1)

(2)

h.d cd, D ..6. Gbd !4 t *
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b. Untuk belanja modal :

1. Penggeseran rincian pengeluaran dalam satu kegiatan dapat dilakukan
setelah ada persetujuan Gubernur;

2. Penggeseran rinclan pengeluaran satu kegiatan dengan kegiatan lain
dapat dllakukan setelah persetujuan DPRD;

3. Penggeseran sebagal mana dlmaksud pada angka 2 hanya dapat
dilakukan dalam satu program.

(3) Dengan persetujuan DPRD, penggeseran anggaran antar satuan kerja
perangkat daerah dapat dilakukan.

(4) Hal-hal yang berkenaan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan
penggeseran anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERJALANAN DINAS

Pasal 27

(1) Kepada Pegawai Negeri Slpil dan atau PeJabat Daerah yang melaksanakan
perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.

(2) PerJalanan dinas dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. Pegawai yang dapat melaksanakan perJalan dinas adalah pegawai
yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan dlgaji menurut
Peraturan Pemerlntah yang berlaku.

b. Perjalanan Dinas hanya dilakukan apablla dianggap perlu untuk
kepentingan negara atau daerah, dan dilaksanakan apabila hal tersebut
tidak dapat dilakukan melalui sarana komunikasl yang ada.

c. Pegawal Negerl Sipil/pejabat daerah yang melakukan perJalanan dinas
yang selama berada diluar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-
hak/fasllitas da lam ja batannya.

d. Blaya peoalanan dlnas yang akan membebanl DASK diatur sehemat
mungkin.

(3) Sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku, perJalanan dinas
dimaksud pada ayat (1) dlklasiflkasikan sebagal berlkut :

a. Tingkat A : pangkaVgolongan IV/a keatas dan anggota DPRD Provinsi.

b. Tingkat B : pangkat/golongan lllla sld lllld.
c. Tingkat C : pangkaVgolongan IUa sld ll/d.
d. Tingkat D :pangkaVgolongan Ua sldUd,

(4) Biaya perjalanan dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, Pejabat
Eseion'I dln II ditambah biaya Representasl, yang besarnya tercantum dalam

lampiran I Peraturan ini'

rro.r4 rr.-.o..C,t
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Pasal 28

(1) Untuk dapat melaksanakan perJalanan dinas, setlap Pegawai Negerl
Sipil/Pejabat Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas, harus
memiliki / dllengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang dengan pengaturan sebagai berikut :

a Gubernur ditanda tangani oleh Gubernur Lampung.

b. Wakll Gubernur ditanda tangani oleh Gubernur Lampung atau Wakil
Gubernur lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung ditandatanganl oleh Gubernur
Lampung atau Wakil Gubernur Lampung.

d. Kepala Badan/Dlnas/Biro/Unit Ke[a dlllngkungan Pemerlntah Provinsl
Lampung ditanda tangan i oleh Gubernur Lampung/Wakil
Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

(2) Tata cara dan pelaksanaan PerJalanan Dinas dan penerbltan Surat Perintah
Tugas (SPT) dan Surat Perintah PerJalanan Dinas (SPPD) ditetapkan sebagai
berlkut :

penandatanganan/penerbltan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) :

t. Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Lampung, Surat Perintah
Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
dltandatanganl oleh Kepala Badan/Dlnas/Blro/Unit Kerja/Penanggung
Jawab Anggaran sepanjang perJalanan dinas tersebut lamanya tidak
mclebihi 3 (tiga) hari.

2. Surat Perintah Tugas (SPT) Ketua, Wakll Ketua dan Anggota DPRD

Provinsl Lampung ditanda tangani oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung
sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatanganl
oleh Gubemur Lampunglwakil GubernurlSekretaris Daerah Provinsi
Lampung.

3, Perjalanan Dinas dalam Daerah lebih dari 3 (tiga) hori, SPPD

ditandatangani oleh Gubernur, Wakll Gubernur atau Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung, sedangkan SPT ditandatangani oleh Kepala

Bada n/Dinas/Biro/U nit Kerja.

4. Perjalanan Dlnas Keluar Provinsi Lampung, SPPD ditandatangani
olefi Sekretaris Provinsl atas nama Gubernur Lampung, sedangkan SPT

ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Kerja'

5. Apablla sesuatu hal Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan, maka

yangberhakmenandatanganiSPPDadalahAsistenSekretarisDaerah
Provlnsi LamPung Yang mewaklll.

c

a
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6. Apabila Kepala Badan/Dinas/Blro/Unit Kerja berhatangan, maka yang
berhak menandatangani SPT adalah peJabat yang mewakili.

SPT dan SPPD bagi PNS harus ditandatangani oleh pejabat yang lebth
tinggi dari yang akan melaksanakan perjalanan dinas (yang
dlperlntah).

b. Batas waktu pelaksanaan perjalanan dinas :

1. Perjalanan dinas dllaksanakan maksimum selama 7 (tujuh) hari.

2. Pegawal Negeri SiplUPejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan
dlnas ke Jakarta agar memanfaakan fasllltas penglnapan Wlsma
Lampung diJakarta sesual dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pengecuallan batas waktu lamanya perJalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas diperuntukan bagi pNS/pejabat Daerah
pada Badan/Dinas/Instansi,/Satuan Unlt Kerja lainnya yang karena
tugas pokok dan fungsinya harus melaksanakan peqjalanan dlnas
meleblhi batas waktu tersebut sesual dengan program.

c. Biaya perjalanan dinas :

1, Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan
dinas diberikan blaya transport darl tempat asal ke tempat tujuan
pergl-pulang (PP) dengan memperhatikan ketentuan tarif yang
berlaku.

2, Besarnya blaya perjalanan dinas sebagalmana tercantum pada
lamplran I Peraturan inl.

3. Perjalanan Dinas menggunakan Pesawat Udara d lberlkan kepada
Pegawal Negerl Sipil/PeJabat Daerah yang pangkat atau golongannya
IIIla keatas.

4. Penggunaan Pesawat Udara untuk pangkat/golongan I dan II harus
berdasarkan persetuJuan/atas izin Gubernur l-ampung,

5. Pegawal Negeri SlpillPejabat Daerah yang melaksanakan perJalanan
dinas yang memerlukan kendaraan tempel, speed boat dan oJek maka
diberikan biaya tambahan.

5. Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan
dinas dengan menggunakan kendaraan dlnas diberikan bahan bakar
minyak dan tidak diberlkan transpot lokal serta minyak pelumas'

7. Pegawal Negerl Sipll/PeJabat Daerah yang melaksanakan perJalanan

dlnas sekembalinya melaksanakan tugas SPPDnya harus
dltandatangani oleh PeJabat yang berwewenang sebagai buktl bahwa
tugas tersebut telah dilaksanakan'

8. Sekretaris Daerah/Kepala BadanlKepala Dinas yang melaksanakan
perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali
dlharuskan membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur
Lampung.

7
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9. Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan
dinas selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah kembali diharuskan
membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung/Kepala
Dinas/Kepala Badan/Kepala Biro.

10. Pegawai Negeri SipillPeJabat Daerah yang telah kembali dari
perjalanan dinas diharuskan mempertanggungjawabkan keuangan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan perJalanan
dinas.

(3) Pegawai Negeri Sipll/Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan
kunjungan kerja ke Proplnsi lain, daftar ongkos perjalanan dinas disesuaikan
dengan kondlsl daerah yang dlkunjungi.

(4) Pegawai Negeri Slpll/Pejabat Daerah yang telah selesai melaksanakan
kunjungan kerJa harus membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur
Lampung.

(5) Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dlnas, tetapl
tidak menggunakan Surat Perintah PerJalanan Dinas (SPPD), kepada yang
bersangkutan dapat diberlkan bantuan biaya perJalanan dinas dari dan ke
tempat tujuan pulang pergi sesuai dengan tarif perjalanan dinas yang berlaku.

BAB V

PEHGADAAN BARANG DAN 
'ASASERTA PEI.AKSANAAN PEKERJAAI{

Pasal 29

(1) Pelaksanaan pengadaan barangfiasa oleh Badan/Dinas/Blro/Satuan Kerja
diatur sebagai berikut :

a. Untuk nilai/Jumlah pembelian/pengadaan barang dan Jasa dengan nilal
sampal dengan Rp. 1.OOO.OOO,- (satu Juta rupiah), dllengkapi kwitansi dan

fa ktu r/nota;
b. untuk nllal/Jumlah pembelian/pengadaan barang dan Jasa dlatas Rp.

1,OOO.OOO,-(satujutarupiah)sampaidenganRp'5'OO0'OOO,-(limaJuta
rupiah), harls mlmpunyai surat pesanan, melamplrkan faktur dan

kwitanji serta hasil pemeriksaan petugas yang ditunJuk yang menyatakan

bahwa barang tersebut telah dlterlma dengan cukup, baik dan sesuai

dengan Pesanan;
c Untuk pembelian/pengadaan barang dan jasa dengan nllai diatas- Rp'

i.ooo.ooo,- (lima' juta ruplah) sampai dengan Rp'50'000'000,-. (lima

pulufr :uta .upi"h1,-h"rus diUuatt<an SPK (Surat Perlntah KerJa) dengan

[il"ngk.pi obrumen-ookumen pengadaan barang/iasa dan atau

p"nr-njria"n serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara

Fenerimaan Barang dan Jasa;

iFr@ D rFr(t6'- r4tt 
-

11. SPPD ditandatangani dan dlbubuhi stempel pada masing-masing
Unitnnstansi ditempat yang dituju, sebagai salah satu syarat
keabsyahan pertanggung jawaban keuangan.
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d. Untuk pembelian/pengadaan barang dan jasa dengan nilal diatas
Rp. 50.OOO.OOO,- ( lima puluh juta rupiah ), harus dibuatkan
Kontrak/perjanjian kerJa dengan Berlta Acara Pengadaan Barang dan jasa
serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Penerimaan
Barang dan Jasa;

e. Khusus unfuk kegiatan pengadaan secara pelelangan/penunjukan
langsung/pemlllhan langsung yang dikontrakan (kotraKual) dibuatkan
Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan oleh pihak keglatan/dlreksi
bersama-sama konsultan supervlsi (iika ada konsultan supervisi) serta
dibuatkan Berita Acara PHO (Provisional Hand Over) dan FHO (Final Hand
Over) oleh Panitla Pemeriksaan Barang dan Jasa.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa dlbentuk panitia
pengadaan dan pemeriksaan barang yang susunan keanggotaannya
berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Hal-hal yang tidak dlatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai
pengadaan barang dan jasa atau pelaksanaan pekerJaan berpedoman kepada
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3O

(1) Pelaksanaan pekerjaan yang bersifat khusus dapat dilaksanakan dengan
bekerJasama dengan pihak ketiga (konsultan, perguruan tlnggl,
Badan/Instansi/Lembaga Pemerlntah dll).

(2) Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat khusus adalah jenis
pekerJaan yang memerlukan keahlian khusus yaitu pembinaan teknls,
pembimbingan, pemrosesan data, pendidikan dan pelatihan. Perumusan
kebiJa ka n, penguj ia n laboratoriu m dan pengem ba ngan sistem tertentu.

(3) Pekerjaan yang dimaksud ayat (2) dllakukan dengan cara swakelola oleh
pihak ketiga.

(4) Besarnya biaya pekerjaan dimaksud ayat (1) dltetapkan sesuai dengan
harga kesepakatan dengan mempertimbangkan harga yang wajar dan
menguntungkan daerah.

(.5) Kesepakatan dimaksud pada ayat (4) dan penunJukan dllakukan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta
dituangkan dalam bentuk ikatan kontrak/surat perjanjian kerja (SPK).

BAB VI

PEI.AKSANAAII KEGIATAil PEII DID IKAI{ DAN PE IATI HAl{, SEM II{AR
ATAU LOKAKARYA SERTA KEGIATAN I.AI}II{YA

Pasal3l

Badan/Dinas/Biro/Satuan Kerja yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) bagi aparatur pemerintah (pegawai) dilaksanakan oleh Badan Diklat
Propinsi Lampung bekerjasama dengan instansl yang bersangkutan, kecuali
apabila dltentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
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Pasal 32

(1) Kepada aparatur Pemerintah Daerah yang mengikuti atau melaksanakan
pendidikan tugas belajar, izin belajar pendidikan dan pelatihan penjenjangan
serta kursus atau kegiatan yang sejenis diberikan bantuan biaya.

(2) Besarnya bantuan biaya dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 33

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan, dapat dibentuk
panitia atau Tim pelaksana/penyelenggara dan ditunjuk penatar/nara
sumber/penceramah serta moderator/pendamplng pengajar.

(2) Pembentukan panltia atau Tim dimaksud pada ayat (1) dibatasi pada hal-hal
yang sangat diperlukan.

(3) Kepada pejabat atau aparatur dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium
yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

(4) Pemberian honorarium kepada penceramahlnara sumber dan moderator
untuk kegiatan seminar, lokakarya, sosialisasi atau sejenisnya disesuaikan
antara materi dengan waktu yang tersedia.

(5) Pegawal Negeri SipiyPejabat Daerah yang ditunjuk sebagai petugas penyuluh
lapangan tidak diperkenankan membentuk tim dan tidak dlberikan
honorarium, dan kepada yang bersangkutan hanya diberikan uang transport
ke tempat tujuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 34

(1) Honorarium Komisi - komisi yang pembentukannya telah diatur dalam
peraturan dan perundang undangan yang berlaku, besarnya honor dimaksud
sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan inl.

BAB VII

KETENTUAN LAIN.LAII{

Bagian Perta m a
Pengelolaan dan Penataucahaan Dana Hibah

Pasal 35

(1) Dana bantuan/hibah kepada Lembaga/Perguruan Tinggi/Sekolah dll, yang
bersumber dari dana DASK yang sifat pemberian dalam bentuk dana/uang,
pengelolaan dan pertanggungjawabannya oleh plhak penerlma
bantuanlhibah harus dilaporkan kepada Gubernur melalui
Dlnas/Instansi/Badan Penanggung Jawab Anggaran.

(2) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) oleh Penerima Bantuan/Hibah tetap
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dlnas/Badan/Instansi dan Unit Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung
yang menerima bantuan/hibah dari pihak ketiga, wajib melaporkan kepada
Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada
Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung.

r.o .F.1 tr ird (i6r E u-l, r *
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(4) Kepala Dinas/Badan/Instansl dan Unlt Satuan Kerja wajib menyampaikan
SPJ pengelolaan dan bantuan/hibah tersebut kepada Gubernur Cq. Kepala
Biro Keuangan dan tembusannya disampa ikan kepada Kepala Badan
Pengawas Daerah Provinsi Lampung.

Bagian Kedua
Lembur Kerja

Pasal 36

Pekerjaan/tugas yang tidak dapat diselesaikan pada Jam kerja karena terdesak
waktu penyelesaiannya dapat dikerJakan diluarJam kerja (lembur)

(1) Kerja lembur hanya dilakukan untuk pekerJaan yang mengingat sifatnya
sangat penting dan sangat mendesak yang penyelesaiannya tidak dapat
ditunda, dengan terlebih dahulu mendapat Surat Perintah Tugas dan
pendukung lainnya dari Kepala Badan/Dinas/Blro/Kantor Unlt Kerja.

(2) Kepada Pegawai yang diperintahkan menjalankan ke{a lembur sekurang-
kurangnya 4 (empat) jam berturut-turut diberikan uang lembur dan uang
makan yang dapat dlbayarkan pada waktu pekerjaan lembur dllaksanakan.

(3) Jika pelaksanaan pekerjaan dimaksud belum dapat dlselesaikan selama 4
(empat) jam, maka pekerjaan dapat dilanjutkan untuk 4 (empat) jam
berikutnya dan diberikan uang lembur dan uang makan.

(4) Pegawai Negeri Sipil/PeJa bat Daerah yang melaksanakan tugas-
tugas/pekerjaan rutin yang merupakan tugas pokok dan fungsi di
Dinas/Instansi yang bersangkutan tidak diperkenankan membentuk
Tim/Panitia dan diberikan Honor, uang lelah,upah kerja, insentif terkecuali
uang lembur dengan ketentuan memenuhi ketentuan dlmaksud pada ayat (1)
Pasal in i.

(5) Besarnya uang lembur sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan
in i.

Pacal 37

(1) Badan/Dlnas/Biro/Satuan
pertemuan, yang tidak
diberikan snack.

Kerja yang melaksanakan
melibatkan instansi lain pada

kegiatan
jam kerja

ra pa t,
ha nya

(2) Besarnya biaya konsumsi, snack, makan, cuci cetak film, foto copy, jilid dan
spanduk dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dananya dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal3E

(1) Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Dokumen Anggaran
Satuan Kerja (DASK) Badan/Dlnas/Instansi dan unit satuan kerja dilakukan
oleh Badan Pengawas Daerah,
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(2) Pemeriksaan dan pengawasan sebagalmana dlmaksud ayat (1) dllaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Badan Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan bantuan/hlbah darl pihak
ketiga balk yang berupa uang, barang dan Jasa yang diterima oleh
Badan/Dinas^nstansi dan Unit Satuan Keila lainnya.

Paeel 39

Dengan dltetapkannya peraturan inl, maka :

(1) KebUakan daerah yang m€ngatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah yang materlnya sama dan atau
bertentangan dengan peraturan ini dlcabut dan dlnyatakan tldak berlaku lagl.

(2) Hal-hal yang belum dlatur dalam peraturan lni sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur dan dltetapkan kemudlan.

Peraturan lni mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mulal berlaku seJak
tanggal 2 Januari 2006.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berlta daerah Provlnsl Lampung.

GUBER.NUR. IAMPUNG,
PARAF'KO ORDINAS I ll

3 ?.- w, 4

SJACHROEDIN Z.P

BIRO HUKUM

r<a I

Pasal 4O

Ditetapkan dl Telukbetung.
pada tanggal 2o Februari 2006.

;1



LAMPIRAH I : PERATURAN GUBERNUR LA}IPUNG
NolrloR : 03 Tahun 2OO6
TANGGAL : 20 Februari 2006

BIAYA PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2(}06.

P.

R

0
p
p

R

P

P

3

I I I,16

fii/d

PenginapEn/makdl
Uang Saku
Transport local

45.@0,-
30, @0, -

O^ O< rvln -
Rp. 35. m0, -
Rp. 30.0O0, -

D^ p

p 35.000, -

JUMLAH
ll !6

llA

Uang Reprecentasi :

85.ooo, -

40 00q -
?q nnn -

Rp. 250.000,-

Rp. 150.000,-

GUBERNUR LAMPI-ING,

t ,nl

Yt t-

GOLONGANNo BIAYA/HARI PERJALANAN
LUAR PROVINSI

PERJALANAN
DLM PROVINSI

KHUSUS PERJ
DTNAS PP TI D.AK
BERI'4ALAM KE

KAB/ KOTA DLM
PF.OV, LAMP.

1 2 3 4 5 6

Rp
F.p

Rp

315.@0,-
65.m0,-
45.000, -

Rp, 12s,000, -
Rp, 40.oo0,-
Rp. 3s.0o0, -

R
R
R

P
p
p

60, 000, -
40.m0,-

Penginapan/Maka
Uang Saku
Transpor-t local

lvla keatas

JUMLAH Rp. 425.0O0, - Rp.200.ooq- R.p. l oo. OOO/ -

Penginaom/mEkfi
Uang Saku
rransport local

Rp,290.0O0,-
P.p 40 mq -
Rp.25.@0,-

Rp 75.@0,-
Rp. 25 6O-
P.p. 20.0O0, -

o390 61 ooo

JUMLAH

sid
t/d

Rp. 290.000, -
Rp,35.mg-
Rp, 25,0O0, -

Penginapan/Makan
Uang Saku
Transport ld(al

JUMLAH Rp.35O.oOO,- Rp. 85.@O,-

Rp. 50. ooo, -
Rp,20.m0,-
Rp. 15,@0,-

R.

R
R

P

P
p

40.009 -
20,000, -

R,p. 60.ooor -

No. URAIAN / TUJUAN
ORANG/PERHARI

IBU KOTA NON IBU KOTA

1 Gubernur, Wakrl Gubernur dan Arggota
DPR

Rp. 300,00o,- Rp. 250.OOO,-

z Eselon I I

I

Rp. 300.000,-

Eselon II I
I

I

Rp. 200.000,-

PARAF f) !_:,INAS

2
3.
1

6

a

A

7,

8.
B o UM

SJAHROEDIN Z.P.
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I

1
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LAIIPIRAN II : PERATURATI GUBERXUR LAIIPUI{G
NOltlOR : 03 Tehun 2OO6
TANGGAL : 20 r'ebrua'i 2OO6

BESARIIYA BAIITUAI{ BIAYA PEI{DIDIKAT{ TUGAS BELA'AR, IZ${
BELA'A& PETIJE]IJAIIGAT KARIER DAI{ KU RSUS D ILI}'GKU T{GAN

PE}I ERIilTATI DAERA}I PROYIilSI I.A}IPU tIG.

I. TUGAS BELAIAR

1. 33 dlluar Provlnsi Lampung

A. AKADEIIIS

1. SPP
Z. Tunjangan Belajar ( Uang Buku, ATK, Foto Copy )

di berikan percemester
3. Sumbangan Pengembangan Institusi Pendidikan
4. Matrukulasl
5. Tugas Akhir dbertasi ( dlberlkan hanya 1 X )6. PKI-/Widyawlsata
7. Penelitian/Riset ( diberikan Pertahun )
8. Kursus Toefi ( diberlkan hanya 1 X )9. Dana KeseJahteraan ( dibayar untuk Smt 1 & 2 )
10. 3 orang Promotor (diberikan hanya 1 X) Per Promotor
11. Reglstrasi UJian Kualltatif Doctor
12, Seminar ( diberikan per semester
13. Wisuda

B- }IOT AKADEMIS

=PM
= Rp. 1.50O.@o,-

Rp.10,000.0m,-
PM

Rp. 7.500.0O0,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 250.000,-
Rp. 3.00O.0O0,-
PM

Rp. 40o.000,-
Rp, 750,0O0,-

Rp. 800.000,-

Rp. 100.0O0,-
Rp. 5m.0O0,-

Rp. 300.0O0,-

Rp. 1.000.m0,-

2.500.000,-

1.00o.0o0,-
250.m0,-
750.000,-

700.000,-

PM
PM

1. Uang Makan dan Pemondokan perbulan
( dlbayar setiap 6 bulan )

2. Transport Lokal perbulan ( dlbayar setiap 6 bulan )
3. Transport ketempat tujuan PT

( dibayar pada awal kuliah )
4. Biaya Kesehatan ( dibayar 1 X setiap tahun )

2. 52 diluar Provinsi Lampong

A. AKADEMIS

1. SPP
2. Tunjangan Belajar ( Uang Buku, ATK, Foto copy )

di berikan pesemester
3. Sumbangan Pengembangan Institusl Pendidikan
4, Matrukulasl
5. Tugas Akhlr dbertasl ( dlberikan hanya 1 X )6. PKUWidyawisata
7. Kursus Toefi ( diberikan hanya 1 X )8. Dana Kesejahteraan ( dlbayar untuk Smt 1 & 2 )9. Wbuda

B. tloll AKADEIiIIS

1. Uang Makan dan Pemondokan perbulan
( dibayar setiap 6 bulan )2, Transport Lokal perbulan ( dibayar setiap 6 bulan )

PM

PM

PM

Rp.
PM
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp. 10o.mo,-



3. Transport ketempat tuJuan PT
( dibayar pada awal kuliah )4. Biaya Kesehatan ( dibayar 1 X setiap tahun )

3. D3, D4,S1, STPDII dlluar Provinsi Lampung

1. SPP
Z, TunJangan Belajar ( Uang Buku, ATK Foto Copy )

di berikan percemester
3. Pekan Orientasi Mahasiswa ( diberikan hanya 1 X )4. Sumbangan Pengembangan Institusi Pendidikan
5. JaketAlmamater ( diberikan hanya 1 X )6. Matru ku lasi
7. Tugas Akhlr Penelitian dan Skripsi (diberikan hanya 1X)
B, KKN/PKL
9. Kursus Toefi ( diberikan hanya 1 X )
10. Dana Kesejahteraan ( dibayar untuk Smt 1 & 2 )
11. Wisuda

B. tloll Al(ADElilIS

1. Uang Makan dan Pemondokan perbulan
( dibayar setiap 5 bulan )

2, Transport Lokal perbulan ( dibayar setiap 6 bulan )3. Transport ketempat tujuan PT
( dibayar pada awal kuliah )

4. Biaya Kesehatan ( dibayar 1 X setiap tahun )5. Biaya Pakaian Dinas ( dibayar 1 x setiap tahun )

4. S 3 di dalam ProYinsi Lampung :

- Biaya Seminar per angkatan
- Pembuatan skripsi/tesis/d berta si per angkatan
- SPP diberikan 600/o dari jumlah SPP

6. S 1, D4, D3 didalam Provinsi Lampung :

- Blaya seminar per angkatan
- Pembuatan skripsi per angkatan
- SPP dlberikan 600/0 darl Jumlah SPP

7. Bagl PllS yang mengikuti progrem 1endtlik.n y.ng seluruh biayanya
didnggung 

- pemerintah pusat/pelaksana pada yang bersangkutan
diberikan bantuan uang saku yaitu sebagai berikut:

- Rp. 50O.0O0,-

- Rp. 300.0O0,-

300.o00,-

150.000,-

Rp, 20O.0O0,-
PM

Rp. 2.O0O.0O0,-
PM

Rp. 1.0@.0O0,-
Rp. 250.0O0,-
Rp, 50O.0O0,-

Rp. 500.000,-

Rp. 100.000,-
Rp. 500.0O0,-

Rp. 300.000,-
Rp. 600.000,-

1.500.000,-
2.000.000,-

1.000.000,-
1.5m.000,-

500.000,-
1.0@.0o0,-

PM

Rp

Rp
PM

Rp
Rp
PM

Rp
Rp
PM

Rp
Rp
PM

- Rp.

- Rp.
= Rp.

= Rp,

250.000,-
250.000,-
250.0O0,-
250.m0,-

5. S 2 di dalam Provinsl Lampung :

- Biaya Seminar per angkatan
- Pembuatan skripsi per angkatan
- SPP diberikan 600/o dari jumlah SPP

A. AKADEMIS

- D 3 per orang per bulan
- S 1 per orang Per bulan
- S 2 per orang P€r bulan
- S 3 per orang Per bulan



II. IZIII BELAIAR

1- 53
- SPP ( dlberikan 609/0 per semester )- Seminar ( dibayar hanya 1 x )- Pembuatan Desertasi ( dibayar hanya 1 x )

2. S2
- SPP ( dlberikan 6@/o per semester )- Seminar ( dibayar hanya 1 x )- Pembuatan Desertasi ( dibayar hanya 1 x )

3. Sl, D4, D3
- SPP ( diberlkan 600/o per semester )- Seminar ( dibayar hanya 1 x )- Pembuatan Desertasl ( dlbayar hanya 1 x )

III. PE]'J E]{JATGAI{ KARIER

8. Bantu.n biaya pendHikan bagi pegawai
penJenfangan diberikan uang saku dan
mengikuti pendilikan :

1.500.000,-
2.0oo.ooo,-

1.00o.000,-
1,50O.m0,-

=PM
- Rp. 500.0O0,-
= Rp. 1.00O.0O0,-

yang mengikuti Daklat
biaya lainnya Selama

PM

Rp
Rp

PM

Rp
Rp

IV. KURSUS

A. Kureue didelam Provine i Lampung

Bagi Pegawal Negeri Sipil yang mengikuti kursus ketrampilan & job training, loka
karya, sosialbasi, raker dan sejenisnya yang dilaksanakan diluar kota diberikan
dana unHk uang saku dan transport lokal :

- Diklat Penjenjangan PIM IV
- Dlklat Penjenjangan PIM Itr
- Ladies Program
- Diklat Penjenjangan PIM II
- Ladies Progra m
- Lemhanas

- C{l I per orang per hari
- Gol II per orang per hari
- Gol UI per orang per hari
- C{l IV per orang per harl

1. Uang Saku dan Transport Lokal :

- Gol I per orang per hari
- Ciol tr per orang per harl
- Gol III per orang per harl
- C,ol IV per orang per hari

= Rp. 1,80o.0o0,-
= Rp, 3.0@.0O0,-
=PM
= Rp. 3.750.@0,-
=PM
=PM

20,000,-
25.000,-
45.0O0,-
60.000,-

B. Kursus diluar provlnsl Lampung.

Bagi Pegawal Negeri Slpil yang mengikuti kursus ketrampllan & Job tralning, loka
karya, scialisasl, raker dan seJenisnya yang dilaksanakan diluar provinsi diberikan
biaya :

- Rp.

- Rp.

- Rp.

- Rp.

28O.0OO,-
285.000,-
310.0o0,-
335.0O0,-

Rp, 150.000,-

PM
PM

2. Bantuan biaya akomodasfpenginapan apabila
tldak ditanggung oleh penyelenggara per orang per hari

3. Transport pulang Pergl
4. Biaya Kontribusi ( kalau ada )

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.



Bantuan biaya pendldikan bagl Pegawai Negeri Slpil Ugas belaJar, penJejangan
karier dan kursus dllingkungan Pemerlntah Provinsl Lampung dimaksud dlsesuaikan
dengan Keuangan Daerah untuk dlbebankan pada APBD Provinsi Lampung.

Keterangan :

PM = Pre Memory = dbesuaikan dengan
ketentua n da rl Perg u rua n l1ngg i/Penyelengga ra
yang bersangkutan

GUBERNUR LAMPUNG,
PARAF KOORN

I
I
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BESARIIYA HOI{ORARIU }l KOl,l IS I, TIl,l / PAI{ ITIA,
P E TIATAR/ IIARA S U T{ B ER/ PE NCERAITIAH, PE II II-AI/J U RI

ITIODERATO& LEIIBU& UPAII HARIAN LEPAS DI LIrGXUllGAll
PROYIT{SI TA].IPUIIG.

PETIATAR/ PEX6SXAilA}I /IIARA SU TIIBER/ PEilGA,AR/ IIISIRU KTUR :
- Tamu/Eselon l/PeJabat Negara per jam Rp, 100.0O0,-
- Tamu/Eselon ll/Guru Besarfienaga Ahli per Jam/orang Rp. 80.000,-
- Tamu/Eselon III per Jam/orang Rp. 50.000,-
- Tamu/Eselon IV per jam/otang Rp. 50.00Q-
- Pendamping Penatar/Penceramah/Nara Sumber/Pengajar/

Instruktur per materi Rp. 50,000,-
- Moderator hanya berlaku untukSemlnar/lokakarya

per jam per orang Rp. 5o.o00,-
- Pembuatan materl per materi Rp, 50.000,-

TI}I/ PAilITIA SETIIIGGI-TIII@IIIYA PER BUIITI :
- Pelindung / Pengarah / Pembina
- Penasehat / Penanggung lawab
- Ketua / Wakil Ketua
- Sekretaris / wakll sekretaris
- Seksi I Anggota / Koordinator

HOXORARIUII KOHISI . KOIIISI
- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretarls
- Anggota

TII{ PEIIII-AI/JURI PER IAltl :
- Ketua
- Sekreta rls
- Anggota

UA,TIG LEIIBUR:
- Golongan Itr dan IV per lam
- Golongan II per jam
- Golongan I per jam
- Pegawai honor/pegawal harlan lepas per Jam

Uang PlkeVUarg [akan:
- Uang Piket Pol PP 1 orang Per hari
- Uang makan lembur per 4 Jam

HOlrOR PEGAWA HARrAll LEPAS (PTHIS) :

- Honorarium Pegawai Harlan Lepas Per Bulan

Rp. 250,000,-
Rp. 2m.0O0,-
Rp, 200,000,-
Rp. 175,0O0,-
Rp. 1so.m0,-

Rp. 25.0O0,-
Rp. 20.000,-
Rp. 15.000,-

Rp. 35.0O0,-
Rp, 10.0O0,-

Rp. 505,@0,-

GUBERNUR LAMPUNG,
/

f5\RL \<{rh6}h,
t,t

b

7f,

S]ACHR.OEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : PERATURATI GUBERNUR ITiIPUilG
llOltlOR : 03 Tehun 2OO6
TATGGAL : 20 Februarl 2OO6

Rp. 750,000,-
R.p. 550.0O0,-
Rp. 650.000,-
Rp. 50o.000,-

Rp. 6.000,-
Rp. 5,000,-
Rp. 4.000,-
Rp, 4.000,-

J.



LAI,IPIRAI{ IV : PERATURAT{ GUBERIIUR I-AMPUIIG
ilOl.lOR : 03 Trhun 2OO6
TAI{GGAL : 20 Februari 2006'

BIAYA UTTUK KONSUIiISI, FIL}I. FOTO COPY,
JILID DAf, SPA'{DUK.

Jamuan makan untuk penerlmaan tamu, resepsl

Penataran, penyuluhan dan kursus dan sejenlsnya :

- Snack 1 kall

- Jamuan Makan (prasmanan) tamu

- Jamuan Makan (prasmanan) untuk penataran

penyuluhan, dlklat dll,

3xmakandan2xsnack
lxmakandan2xsnack

- Jamuan Makan (nasl kotak)

- Cucl cetak fllm

- Foto copy folio

- Foto copy doble follo

- Jilld blasa

- Jilrd

- Cetak cover

- Spanduk

Rp. 5.OOO,-

Rp. 30.000,-

Rp.

Rp.

Rp,

Rp.

15.000,-

55.OOO,-

25,OOO,-

12.500,-

Rp. 57.000,-

Rp. 150,-

Rp. 300,-

Rp. 3.500,-

Rp. 1O.OO0,-

Rp. 1O.OOO,-

Rp, 150.000,-

GUBERNUR I.AMPUNG,
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